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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor P.39/Menhut-II/2012 

TENTANG  
PERTUKARAN JENIS TUMBUHAN ATAU SATWA LIAR DILINDUNGI  

DENGAN LEMBAGA KONSERVASI DI LUAR NEGERI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 
Satwa, Pasal 24 ayat (3) perlu diatur mengenai tukar-
menukar jenis tumbuhan atau satwa dilindungi 
dengan lembaga konservasi di luar negeri; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan 
dan Satwa Liar, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa 
tumbuhan atau satwa liar jenis-jenis tertentu hanya 
dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden 
Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pertukaran 
Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi Dengan 
Lembaga Konservasi Di Luar Negeri; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman 
Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3556); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3767), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3914); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3803); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3804); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 

11. Keputusan Presiden 43 Tahun 1978 tentang 
Pengesahan Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora; 

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-
II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai 
Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di 
Indonesia; 

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-
II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan 
Satwa Liar; 

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-
II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau 
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa 
Liar; 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa 
Liar; 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Tahun 2012 
Nomor 779); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PERTUKARAN JENIS TUMBUHAN ATAU SATWA LIAR 
DILINDUNGI DENGAN LEMBAGA KONSERVASI DI LUAR 
NEGERI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau 

dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 

2. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, 
dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang 
hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 

3. Tumbuhan dilindungi adalah jenis tumbuhan baik hidup maupun 
mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-
undang yang berlaku ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi. 

4. Satwa dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta 
bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. 

5. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang 
konservasi tumbuhan dan satwa liar secara ex-situ (di luar 
habitatnya), baik yang berbentuk lembaga pemerintah maupun 
lembaga non pemerintah. 

6. Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan 
lembaga konservasi di luar negeri adalah pertukaran jenis tumbuhan 
atau satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di 
lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri 
yang dalam pelaksanaanya dilakukan antara tumbuhan dengan 
tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi 
jenis yang seimbang. 
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7. Keseimbangan nilai konservasi adalah keseimbangan tingkat 
keterancaman terhadap kepunahan dan nilai intrinsik suatu jenis 
(spesies) tumbuhan atau satwa yang akan dipertukarkan dengan 
memperhatikan pertimbangan status konservasi jenis, karismatik 
jenis dan berbagai aspek/kriteria yang relevan mengenai tujuan 
pengelolaan dan pertukan dimaksud. 

8. Tim penilai keseimbangan nilai konservasi tumbuhan dan satwa 
dilindungi adalah tim yang melakukan penilaian terhadap 
keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa dilindungi 
yang akan dipertukarkan oleh dan antar lembaga konservasi dalam 
negeri dan lembaga konservasi luar negeri melalui Pemerintah 
Republik Indonesia dengan Pemerintah Luar Negeri. 

9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang Kehutanan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam. 

11. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung 
jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati. 

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT 
adalah Kepala Balai Besar atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam. 

Bagian Kedua 
Tujuan Pertukaran 

Pasal 2 
Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga 
konservasi di luar negeri dilakukan dengan tujuan untuk 
mempertahankan atau meningkatkan populasi jenis secara ex-situ, 
menambah keanekaragaman jenis koleksi, penelitian dan ilmu 
pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan. 

BAB II 
PELAKSANAAN PERTUKARAN 

Bagian Kesatu 
Izin Pertukaran 

Pasal 3 
(1) Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan 

lembaga konservasi di luar negeri, hanya dapat dilakukan melalui izin. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 

kepada lembaga konservasi yang telah memperoleh registrasi dari 
Kementerian Kehutanan. 
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